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BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR HARGA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka dalam rangka efesiensi dan

efektifitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram

Bagian Barat Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Harga Kabupaten

Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
sebagaimana tela dirubah dengan PERPU Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan / atau

dalan rangka menghadapi ancaman yang




membahayakan perekonomian Nasional dan / atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); sebagaimana tela dirubah dengan
PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) dan / atau dalan rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian
Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran




10.

11.

12,

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 309, tambahan
Lembaran Negara Nomor 5999);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah  (Lembaran Negara  Republik




13.

14.

15.

16.

17.

19,

20.

Indonesia tahun 2020 Nomor 28 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2020
tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis
dan Tarif atas penerimaan Negara bukan Pajak
yang berlaku pada lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6577):

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistemm Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan No. 83 /PMK.02/2022
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 494);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan




Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
HARGA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

5. Standarisasi Harga adalah harga satuan unit barang/jasa yang berlaku di
daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode

tertentu.

6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan
biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran yang berfungsi sebagai batas
tertinggi dan estimasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah
harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen

dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan standar nasional

dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode

pelaksanaan yang akan diterapkan.




8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk

melaksanakan suatu kegiatan.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

9. Maksud dan tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

BAB II
KELOMPOK STANDARISASI HARGA
Pasai 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standarisasi Harga Kabupaten
Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023.

(2) Standarisasi Harga meliputi :
a. Standar Biaya Umum (SBU);
b. Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK); dan
c. Analisa Standar Belanja (ASB).

(3) Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran [, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB III
FUNGSI
Pasal 4
(1) Standarisasi Harga dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan




c.bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Standarisasi Harga dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. untuk mengestimasikan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui
karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga
pasar

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 18 November 2022

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

2%

ANDI CHANDRA AS’ADUDDIN

Diundangkan di Piru
Pada Tanggal 19 November 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR
0273




II.

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI
SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

ANALISIS STANDAR HARGA
TAHUN ANGGARAN 2023

UMUM

Standarisasi Harga adalah harga satuan unit barang/jasa yang berlaku di
daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode
tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi dan estimasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut Standarisasi Harga dapat dimaknai
sebagai alat atau instrument pengukuran pengontrolan kewajaran

belanja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas




1.

I1I.

LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 OKTOBER 2022
TENTANG : ANALISIS STANDAR HARGA TAHUN

ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan
dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai
batas tertinggi dan estimasi dengan menganut azas :

a. Disiplin anggaran;

b. Tertib anggaran;

c. Kemampuan daerah; dan

d. Efektifitas dan efisiensi.

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga untuk setiap pekerjaan
yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang
berdasarkan perhitungan standar nasional dengan penentuan
besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan

yang akan diterapkan.

HSPK ini digunakan dalam rangka penyusunan anggaran diawal
tahun untuk menentukan perkiraan harga bangunan per m2,
sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak
dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Enginerr
Estimate (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metode
pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing - masing

perencana.

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)
Analisa Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu

kegiatan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.




Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan

dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien,

transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan

pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja

kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku

sama untuk seluruh perangkat daerah.

Penerapan ASB bertujuan untuk :

a. Mementukan kewajiban belanja untuk melaksanakan suatu
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang
menyebabkan inefisiensi anggaran;

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
keuangan daerah :

d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur yang jelas.

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

/.&.&iﬂm./

ANDI CHANDRA AS’ADUDDIN




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN

BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 OKTOBER 2022
TENTANG : ANALISIS STANDAR HARGA TAHUN

ANGGARAN 2023

PENJELASAN
PENETAPAN STANDARISASI HARGA

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium diberikan kepada:

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PPK SKPD)

d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendhara Penerimaan
Pembantu

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap
satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen
Pelaksana Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Penanggung jawab Pengelola Keuangan yang mengelola
lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud
sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran
didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing
DPA.

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi
belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk
bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium
bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan
pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD
sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

c. Ketentuan Jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :

1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu
oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6
(enam) orang, termasuk bendahara pengeluaran
pembantu; dan




b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling
banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran
pembantu.

2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK
dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah
PPTK.

3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur
sebagai berikut :

a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK
SKPD sebelum penggabungan;

b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah
pagu yang dikelola PPK SKPD; dan

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium
penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun
anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang
dikelola; dan

e. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak
diberikan honorarium dimaksud.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/ jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.
b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/
Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan
pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan.
c. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :
1) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang,
kontruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan; atau
2) Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa
konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —
undangan.
d. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium  diberikan kepada  panitia/pejabat  yang
ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja
Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan
pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium
dimaksud.




3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi
tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan , perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium
dimaksud.

4. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR,

PEMBAWA ACARA DAN PANITIA

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas yang diberikan
kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara
dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan
dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,
bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak
termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enem puluh) menit
baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber atau pembahas berasal dari :
a) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat; atau
b) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

3. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari
honorarium narasumber/ pembahas.

b. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah,
Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai
moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan




sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan

pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara ; atau

2. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur
Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam
kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Desiminasi,
Workshop, Sarasehan, Simnposium, Lokakarya, dan kegiatan
sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/
wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan
dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan / atau
masyarakat.

. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara
yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia
atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja,
sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia
yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan
secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk
anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih,
jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal
10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk
jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.




5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan Kkerja
perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat
diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II,
pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat
fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang
dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

KLASIFIKASI
NO | JABATAN
I I I1I
1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 &l
2 Pejabat Eselon III 3 5
3 Pejabat Eselon 1V, pelaksana, dan |5 7
pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium
yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai
berikut:

1) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan
penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

2) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan
penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan
kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per
bulan.

3) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan
penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.
6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum
menerima tambahan penghasilan.

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu
tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau
sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagai berikut:

1) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :




a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris daerah.

3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan,;

4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi
yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan
tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana
kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh
sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai
berikut:

1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3
(tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN

BERACARA

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara,
dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil
pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan
honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan
ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.




b. Honorarium Beracara
Honorarium  beracara diberikan kepada pejabat negara,
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah
dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas
tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai
pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang
diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan
mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada
satuan biaya dalam Peraturan ini, satuan biaya ini dapat
dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang
upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan
sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota
setempat;

b. Lulusan DI/DII/DIIl/Sarjana Terapan diberikan paling banyak
114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum
provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus
dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi,
kabupaten, atau kota setempat;

d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus
tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi,
kabupaten, atau kota setempat; dan

e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus
lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten,
atau kota setempat.

8. HONORARIUM ROHANIAWAN

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan
dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA
WEBSITE.

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada
penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu
umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur




organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun
jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium
kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat
diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tntang topik aktual yang patut
diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah
berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan
secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok
profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau website
dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis
(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan
Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola
oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan
honorarium dimaksud.

d. Honorarium Pengelola SIMDA
Honorarium pengelola SIMDA dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas untuk mengelola SIMDA, berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang. SIMDA yang dimaksud disini adalah
yang dikelola oleh Perangkat Daerah BPKAD.

10. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan
diberikan kepada penyusun naskah ujian , pengawas ujian,
penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai
dengan kewenangan pemerintah daerah.




11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI,

12,

KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten,
atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun
soal yang bersifat penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang
bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal,
soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur
sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal
tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan
perilaku, soal tes kompotensi guru yang non akademik, soal tes
asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan
kewenangan pemerintah daerah.

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

a. Honorarium Penceramah

Honorarium  penceramah  dapat  diberikan  kepada
Penceramahyang diberikan wawasan pengetahuan dan/atau
sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada
peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan
dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara atau masyarakat.

2) Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan
pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar perangkat daerah penyelenggaraan dan/atau
masyarakat; atau

3) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari
honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal
dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara,
baik widyaiswara maupun pengawai lainnya. Bagi
widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah
minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap
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HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan
kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat
keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan
paling banyak 7 (tujuh) anggota.

HONORARIUM JASA PENELITI

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberikan tugas
untuk penunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh
fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti / coordinator
peneliti / sekretaris peneliti / pengelola data / petugas survey,
pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang
berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti berstatus sebagai pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peneliti tersebut tidak
diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

HONORARIUM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Honorarium diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD), Asisten, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seram Bagian Barat.
Honorarium diberikan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan
Siklus Penyusunan APBD dan Siklus Penyusunan Perubahan
APBD.

HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN

PAJAK (PDBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola

PDBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah petugas penerima PDBP atau anggota paling
banyak 5 (lima) orang;

b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PDBP
dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebanyak 10% (sepuluh
persen) dari target pagu penerima PDBP fungsional; dan

c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima
tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan
tidak diberikan honorarium dimaksud.

HONORARIUM PENYUSUN DATA STATISTIK PERIKANAN

Honorarium penyusun data statistik Perikanan dapat
diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non
ASN yang melaksanakan fungsi penyusunan data statistik
perikanan dan pengelola data statistik perikanan sesuai
dengan keputusan pejabat berwenang.




Khusus bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak
diberikan uang lembur maupun uang makan lembur.

18. HONORARIUM NAHKODA, MASINIS DAN ANAK BUAH KAPAL

Honorarium Nahkoda, Masinis, dan Anak Buah Kapal
diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan/atau Non ASN yang ditunjuk untuk mengoperasikan
kapal sesuai dengan surat keputusan pejabat berwenang.

19. HONORARIUM OPERATOR ALAT BERAT

Honorarium operator alat berat diberikan kepada Pegawai Non
ASN yang ditunjuk untuk mengoperasikan alat berat sesuai
surat keputusan Pejabat berwenang.

20. HONORARIUM POL PP, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN,
PEGAWAI HONORER, PEGAWAI KONTRAK DAERAH DAN
PENGAWALAN POL PP.

Honorarium hanya diberikan kepada Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan
Pejabat yang berwenang.

Catatan :

Dalam 1 tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan
honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari
raya keagamaan.

21. HONORARIUM PENJAGA STAN PAMERAN
Honorarium Penjaga Stan Pameran dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan NON ASN yang
menjaga Stan pada saat pameran berlangsung. Honorarium
diberikan per jam.
Khusus bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak
diberikan uang lembur maupun uang makan lembur.

B. SATUAN BIAYA TUNJANGAN DAN INSENTIF KHUSUS DAERAH

1. TUNJANGAN PERANGKAT DESA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAN NON ASN
Tunjangan dapat diberikan kepada Perangkat Desa Aparatur Sipil
Negara (ASN) dan Perangkat Desa Non ASN, dan Anggota BPD
Khusus untuk perangkat desa Non ASN juga diberikan
penghasilan tetap.




2. INSENTIF KESEHATAN
Insentif kesehatan dapat diberikan kepada dokter spesialis,
dokter umum, perawat, bidan, apoteker, analis, petugas gizi,
superfesor, kepala ruangan, security dan tenaga teknik mesin
yang melaksanakan sesuai dengan keputusan pejabat yang
berwenang.

3. INSENTIF ROHANIAWAN

Insentif rohaniawan dapat diberikan kepada para Imam, para
Pendeta dan para Pastor yang bertugas di wilayah Kabupaten
Seram Bagian Barat dan insentif dapat dibayarkan setiap bulan
sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

4. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan
transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai
penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaan sebagaimana
dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Daerah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR NEGERI
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalnan dinas jabatan yang dilakukan oleh
pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak
lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
Pengumandahan (datasering);

Menempuh ujian dinas atauujian jabatan;

Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter,
karena mendapat cedera pada waktu atau karena
melaksanakan tugas;

g. Mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;

h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3; dan

i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
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